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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui anggaran pemungutan pajak di Badan
Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang pada masa Pandemi Covid-19 menggunakan
konsep Business Process Management, Business Process Management merupakan konsep
bidang management yang menitikberatkan pada tiga prinsip utama yaitu rencana,
pelayanan, dan distribusi. Penelitian ini di lakukan di Badan Pengelolaan Pajak Daerah
Kota Palembang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan objek penelitian data
realisasi anggaran pemungutan pajak bumi dan bangunan serta target program kegiatan
yang telah di laksanakan. Jenis data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder
sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi, dan
di dukung oleh wawancara. Berdasarkan hasil penelitian Tatalaksana Pemungutan Pajak
Bumi Dan Bangunan Dalam Rangka Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Dan
Bangunan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota
Palembang menunjukan pengendalian intern yang di lakukan sudah eifisien dan efektif, dan
masih kurang ekonomis. Namun masih perlu untuk lebih ditingkatkan lagi walaupun dari
sebagian besar sudah terlaksana dengan baik.

Kata kunci : Rencana, Pelayanan, Distribusi, Business Process Management,
Pengendalian Intern, dan Realisasi Anggaran
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ABSTRACT

This study aims to determine the tax collection budget at the Palembang City Regional Tax
Management Agency during the Covid-19 Pandemic using the concept of Business Process
Management, Business Process Management is a management concept that focuses on
three main principles, namely planning, service, and distribution. This research was
conducted at the Regional Tax Management Agency of Palembang City. This research is a
qualitative research with the object of research is data on the realization of the land and
building tax collection budget as well as the target program of activities that have been
carried out. The type of data used is primary data and secondary data while the data
collection methods used are documentation, observation, and supported by interviews.
Based on the results of research on the Management of Land and Building Tax Collection
in the Context of Internal Control of Land and Building Tax Receipts During the Covid-19
Pandemic Period at the Regional Tax Management Agency of Palembang City, the internal
control carried out was efficient and effective, and still less economical. However, it still
needs to be further improved even though most of it has been implemented well.

Keywords: Planning, Service, Distribution, Business Process Management, Internal
Control, and Budget Realization
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap upaya pembangunan yang dipimpin pemerintah selalu membutuhkan dana.
Pada dasarnya ada beberapa sumber yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan
tersebut, salah satunya adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara
yang memegang peranan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan nasional guna
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Lubis, 2018).

Pasal 1 Ayat 1 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara
Perpajakan juga menjelaskan pengertian pajak sebagai iuran wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan paksaan undang-undang, tanpa mendapat
imbalan secara langsung, diteruskan dan digunakan untuk keperluan negara. tujuan yang
lebih besar dari kemakmuran rakyat.

Pemerintah sebagai regulator dan pembuat kebijakan telah memberikan kewenangan
kepada setiap daerah untuk mengatur dan menjalankan perekonomiannya sendiri sehingga
dianggap mandiri dalam mendukung dan menyediakan dana untuk membiayai kegiatan
ekonominya masing-masing. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan berupa penegakan
fiskal, setiap daerah baik provinsi, kota maupun kabupaten harus mampu menggali potensi
dan mengidentifikasi sumber pembiayaan. termasuk memenuhi kebutuhan dana pemerintah
untuk pembangunan di daecrahnya masing-masing melalui Ditjen Pajak Kota Palembang.
Pada dasarnya, tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan kota Palembang.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, daerah harus diberdayakan
baik dari segi kebijakan pemerintah maupun finansial untuk membiayai operasional yang

sedang berjalan. diadakan. Modal daerah terikat pada hak dan kewajiban daerah berkenaan



dengan penerimaan keuangan, pengeluaran, dan penggunaan kekayaan daerah, mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan bahwa pajak daerah dibagi
menjadi 2 (dua) golongan, yaitu pajak daerah setingkat provinsi seperti pajak kendaraan
bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan
pajak bumi. pajak air dan tembakau. sedangkan pajak daerah tingkat kabupaten seperti pajak
hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak iklan, pajak lampu jalan, pajak mineral bukan
logam dan batu, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung, pajak tanah pedesaan dan
perkotaan serta pajak konstruksi.

Oleh karena itu pengurusan pemungutan pajak bumi dan bangunan merupakan
landasan utama bagi pembangunan daerah kota palembang, untuk hal-hal yang berkaitan
dengan pengurusan pemungutan pajak khususnya penduduk kota palembang adalah
penduduk usia pajak. , mereka tidak memahami sistem maupun pembayaran pajak online
akibat pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak Daerah Palembang.

Menurut PP No 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah suatu proses
integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai dalam rangka menjamin sepenuhnya tercapainya tujuan, sasaran organisasi
melalui kegiatan operasi yang berdaya guna dan berhasil guna, kehandalan pelaporan
keuangan, perlindungan aset negara dan kepatuhan terhadap hukum”. Dalam rangka
lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bab II Pasal 11 Ayat 1, guna sepenuhnya menjamin
kepatuhan, penghematan, efektivitas dan efisiensi, efektif dalam mencapai tujuan
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Peraturan pemerintah ini menjelaskan

bahwa instansi pemerintah harus memantau efektivitas penerimaan tersebut karena



rendahnya kepraktisan, kemungkinan instansi terkait tidak melaksanakan pengendalian
intern yang baik.

Sistem pengendalian internal untuk pajak properti dan real estat penting karena
pengendalian internal yang baik dapat memastikan jumlah pemungutan yang akurat dan
menghindari manipulasi hasil pemungutan pajak. Oleh karena itu, pengendalian intern yang
baik merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan
yang efektif. Sistem pengendalian intern sangat diperlukan dalam pemungutan pajak bumi
dan bangunan guna meminimalisir kesalahan dan kecurangan. Sistem pengendalian intern
itu sendiri bertujuan untuk mengukur, memantau dan mengarahkan sumber daya yang
tersedia dalam suatu organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Setiap instansi atau perusahaan tentu memiliki SOP masing-masing. SOP adalah
aspek penting yang memastikan segalanya berjalan sebagaimana mestinya, Dengan adanya
SOP, diharapkan dapat meminimalkan terjadinya kesalahan. Di samping itu juga
meningkatkan produktivitas, karena operasional perusahaannya terkoordinasi. Berikut ini
Standar Operasional Prosedur yang dimiliki oleh Pajak Bumi dan Bangunan Kota

Palembang.

| ) L‘ﬁia Kas|
.. 20, | PETUGAS 1, PETGAS 2, i, 3, | HASIPENLAAN 4 | KB
: LORET | ENTRTOATA,, NPoRi /s | ENETPARPED ., || PBABPHT

Gambar 1. Standar Operasional Pelayanan PBB (Sumber : BPPD Kota Palembang)

Ketereangan :

0. Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan berkas persyaratan
lengkap dan benar kepada petugas loket.

1. Petugas loket meneliti data SPOP/LSOP dan melakukan input data awal (10 menit).



2. Petugas entry data melakukan input data surat pemberitahuan obyek pajak (SPOP)/
Lampiran surat pemberitahuan obyek pajak (LSOP) (20 menit).

3. — Kasi. Pelayanan pendataan dan informasi meneliti dan memutuskan perlu/tidak
tinjauan lapangan dan memberi persetujuan (5 menit).
— Petugas lapangan melakukan tinjauan lapangan dan melaporkan hasilnya ke kasi.
Pelayanan pendataan dan informasi (1 hari).

4. Kasi. Penilaian dan penetapan PBB menentukan nilai jual objek pajak berdasarkan
zona nilai tanah (5 menit).

5. Kabid. PBB dan BPHTB menyetujui berkas permohonan untuk dicetakkan SPT PBB
(5 menit).

6. Wajib pajak mendapatkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB.

7. Wajib pajak membayar PBB ke bank.

8. Bank memberikan bukti setor kepada Wajib Pajak.

Fenomena tersebut dihubungkan dengan Teori Business Process Management
menyatakan bahwa, teori ini relevan untuk digunakan dalam penelitian ini dan dapat
menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan, sehingga model ini mampu memberikan
jawaban terkait faktor — faktor yang menyebabkan tidak tercapainya capaian kinerja
prosedur target dan realisasi Penerimaan PBB BPPD Kota Palembang.

Salah satu jenis pajak daerah yang disetujui oleh pemerintah daerah/kota adalah
pajak bumi dan pajak bumi. Sejak tahun 2011, pajak pemulihan dan pembangunan (PBB)
properti telah dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah kota sesuai dengan peraturan
bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No: 213/pmk.07/2010 , 3 No: 58
Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Penyerahan Barang Milik dan Pajak Pembangunan
(PBB) Sebagai Pajak Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut
atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau digunakan oleh orang pribadi
atau badan, tidak termasuk areal yang digunakan untuk kegiatan pertanian, hutan niaga,
kehutanan, dan pertambangan. Setiap tahun, pemerintah kota menetapkan tujuan untuk
memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, namun

terkadang target yang ditetapkan tidak tercapai.



Untuk dapat menghasilkan Hasil Anggaran yang konsisten, andal, akurat, dan andal,
pemerintah daerah harus memiliki sistem yang baik. Sistem yang lemah menyebabkan
pengendalian internal yang lemah dan pada akhirnya hasil pelaksanaan anggaran yang
kurang dapat diandalkan dan kurang relevannya untuk pengambilan keputusan. Menurut
Mardiasmo (2013), “pengendalian adalah mekanisme yang dilaksanakan oleh otoritas
eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin terselenggaranya kebijakan dan sistem
manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.” . Konsisten dengan hubungan antara
pengendalian dan kinerja, sementara sistem pengendalian pemerintah daerah yang baik
dapat mendukung pencatatan dan pelaporan yang andal, kurangnya keandalan sistem
pengendalian internal yang andal dapat menyebabkan pengendalian internal yang lemabh.
Oleh karena itu, pengendalian internal yang baik dapat dicapai dengan pengelolaan dan
pemeliharaan pendapatan yang baik, bahkan melebihi target. Tujuan dan Capaian
Pemungutan Pajak Bumi dan Properti (PBB) Kota Palembang adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan PBB BPPD Kota Palembang 2019-2021

Tahun Target Realisasi Presentase
2019 |Rp. 275.600.000.000,00 | Rp.232.791.727.855,00 84,47%
2020 |Rp. 250.000.000.000,00 | Rp.229.251.907.196,00 91,70%
2021 |Rp. 225.000.000.000,00 | Rp.241.731.534.589,00 107,5%

Sumber: BPPD Kota Palembang

Berdasarkan dari tabel 1 diatas, diketahui realisasi penerimaan pajak bumi dan
bangunan tahun 2019 tidak melebihi target yang telah ditetapkan, namun pada tahun 2020
mengalami penurunan dari target maupun realisasi hal ini dimungkinkan imbas daripada
pandemi covid-19. Namun pada tahun 2021 mengalami pemulihan dalam mencapai target
dari dua tahun terakhir yaitu 2019 - 2020, oleh karena itu diperlukan sebuah analisa baik
dari sistem pengendalian infern guna meminimalkan kesalahan dan kecurangan yang dapat

terjadi.



Faktor — Faktor penyebab target realisasi tidak tercapai terjadi karena adanya tata
laksana pengendalian intern pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak berjalan
dengan baik yaitu penilaian resiko dan pemantauan. Dalam penilaian resiko terkait dalam
penetapan target penerimaan Pajak Bumi Bangunan yang tidak mengidentifikasi dengan jeli
terhadap tingkat penerimaan pada tahun sebelumnya dan pengidentifikasian terhadap
besarnya pemerolehan manfaat bumi dan bangunan di Kota Palembang.

Sedangkan dari segi pemantauan, ini terjadi dari analisis yang belum sepenuhnya
menjalankan pemantauan secara langsung sehingga terjadi peyimpangan dalam penerimaan
Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan pendirian bangunan yang tidak memiliki izin, dan juga
rendahnya kesadaran membayar pajak adalah ketidaktahuan masyarakat bagaimana alur
pendistribusian pajak, pemikiran masyarakat yang apatis dengan pemerintahan serta isu
praktik penyalahgunaan dana oleh pemerintah, untuk memperbaiki catatan ini maka aparat
pajak semakin gencar melakukan sosialisasi pajak untuk meningkatkan rasio penerimaan
pajak. Pemerintah juga gencar-gencarnya untuk memberantas tindakan yang dapat
mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan sistem pengelolaan dana
yang transparan.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan
Bangunan adalah mengenai pelayanan Perpajakan. Pelayanan Perpajakan akan berpengaruh
bagi para wajib pajak dalam membayar pajaknya karena dengan adanya pelayanan yang
baik, maka wajib pajak akan merasa senang dan merasa dimudahkan serta terbantu dalam
penyelesaian kewajiban pajaknya. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Upaya
Peningkatan Pendapatan Daerah. Kontribusi adalah iuran atau sumbangan yang diberikan
bersamasamapihak lain untuk tujuan, biaya atau kerugian tertentu. Tingkat kontribusi
adalah proporsi jenis pajak terhadap total penerimaan pajak baik sebelum dan sesudah

pemberlakuan undang-undang No 34. Tahun 2000.



Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik berupa perbaikan tatalaksana
organisasi pemerintah telah diterbitkan beberapa peraturan yang terkait dengan upaya
meningkatkan kinerja pelayanan publik, antara lain Inpres No 7 Tahun 1999 Tentang
Penyusunan Sistem dan Prosedur Kegiatan, Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, SK Menpan dalam Kep/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, serta
terakhir UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Keseluruhan kebijakan yang
bersifat peraturan ini telah mengamanatkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik
dari organisasi pemerintah. Upaya tersebut ternyata tidak secara otomatis menyelesaikan
permasalahan pelayanan publik. Salah satu permasalahan yang harus diselesaikan adalah
bagaimana tata laksana organisasi dapat disiapkan untuk menopang berbagai peraturan
tersebut.

Upaya untuk menata kembali dengan memperbaharui proses tata laksana organisasi
adalah menyusun ulang setiap proses kerja utama dan sub proses yang ada dalam organisasi
pemerintah, atau menerapkan setiap proses kerja utama dan sub kerja dalam suatu standard
dan prosedur yang dapat diukur dan dievaluasi keberhasilannya. Dengan kata lain, organisasi
Pemerintah perlu memiliki dan menerapkan Prosedur Kerja yang standar yang lebih baik.
Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas
pekerjaan sesuai dengan fungsi masing-masing unit kerja utama dan sub unit kerja di
lingkungan organisasi pemerintah berdasarkan pihak-pihak yang terkait, dokumen dan buku
serta administrasi yang digunakan, serta prosedur sesuai dengan tata kerja dan sistem kerja
pada unit kerja yang bersangkutan.

Prosedur kepegawaian juga tidak terlepas dari tuntutan pembaharuan proses tata

laksana organisasi karena merupakan prosedur yang langsung berhubungan dengan sumber



daya manusia. Oleh karena itu penyusunan Dokumen Tata Laksana Organisasi dipandang
perlu disusun secara khusus agar proses Target Realisasi bisa tercapai.
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 Tahun 2016 Tentang Tata
Cara Perpajakan menteri Keuangan mengatakan, instrumen pajak adalah instrumen yang
dibenci, namun juga dirindu. Instrumen ini dibenci karena semua warga negara wajib
membayar pajak. Di sisi lain, instrumen ini juga dirindu dan dinantikan untuk membangun
negeri, membangun infrastruktur yang menciptakan nilai ekonomi, dan untuk menyalurkan
ragam subsidi. Namun bendahara negara ini menuturkan, bencinya warga terhadap pajak
dan ajakan membayar pajak bisa dimaklumi. Dia tidak memungkiri, siapa saja termasuk
dirinya dan Direktur Jenderal Pajak terkadang kesal jika diingatkan soal kewajiban
membayar pajak. Hal senada di ungkapkan oleh menteri keuangan Sri Mulyani bahwa:
"Kita enggak terlalu senang kalau diingatkan kewajiban membayar pajak, itu
manusiawi. Siapa saja, bahkan Menkeu dan Dirjen Pajak pun enggak suka kalau
diingatkan untuk membayar pajak," Kendati tak suka, mengaku tetap membayar
pajak dan mengerti alasan pembayaran pajak diwajibkan negara. Dia bilang, pajak
itu penting untuk membangun negara. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini
menyampaikan, manfaat pajak sangat dekat dengan kehidupan setiap orang. Selain
pembangunan infrastruktur yang makin masif, manfaat pajak juga berupa ragam
subsidi dan bantuan sosial. "Kita tahu bahwa pajak itu adalah penting banget untuk
sebuah negara, apalagi sebuah negara seperti Indonesia dengan jumlah penduduknya
yang besar, cita-citanya sangat mulia dan tinggi, dan tidak ada cita-cita yang bisa

dicapai tanpa adanya suatu sumber daya seperti pajak."(Talkshow Spectaxculer,
23/03/2022, 13:50 WIB)

Jalur pemungutan dan penerimaan pajak yang hingga saat ini terus berlangsung
secara baik, namun, pada masa pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk
tidak terjun secara langsung diruang publik dirasa memberikan efek yang cukup signifikan
dalam pelaksanaan dan efektivitasnya. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah
daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi
terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas
pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada

kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab



itu, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengeluarkan berbagai kebijakan
untuk menanggulangi penyebaran covid-19 serta kebijakan kebijakan yang bersifat
penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Kendati demikian,
pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui
efektivitasnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti berminat mengangkat judul “Tata

Laksana Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Rangka Pengendalian
Intern

Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan
Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang®, dikarenakan pandemi covid-19 sangatlah
mempengaruhi kinerja serta efektivitas dan efisiensi antara aktor pemerintah dan masyarakat
yang pada hari sebelum terjadi pandemi bergantung secara massif pada pertemuan dan
kemajuan pembayaran pajak.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang
dapat ditarik adalah bagaimana tata laksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam
rangka pengendalian /ntern pada masa pandemi covid-19 di Badan Pengelolaan Pajak
Daerah Kota Palembang.
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana tata laksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam
rangka pengendalian /ntern ketika sebelum dan pada saat pandemi covid-19 berlangsung di
Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan
tentang imbas dari pandemi covid-19 terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan
di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana evaluasi untuk perbaikan dan
pengembangan pelayanan dimasa mendatang bagi Pajak Bumi dan Bangunan di

Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
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